
WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 37 TAHUN2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 81TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan
kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Banjarmasin maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin perlu
dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas,

_ perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota
Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

^ 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

^/ Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 32 );

<J
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25

O Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin( lembaran Daerah kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 25 );



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR

81TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 81
Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin ( Berita Daerah
Tahun 2014 Nomor 70) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi
^ sebagai berikut:

"Pasal 8

Bidang Data, Pengendalian dan Litbang mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan
mengkoordinasikan kegiatan pengolahan, penyajian data dan statistik,
mengumpulkan data mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:

<J

"Pasal 10

Sub Bidang Data dan Pengendalian mempunyai tugas pokok
mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara, validasi dan
menyajikan data dan statistik serta melaksanakan pengumpulan data
mengenai pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah.



_

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal , -, AgustUs 2Crj.

WALIKOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustue 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

/^
. MUHIDIN

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ,


